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“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar. Keberhasilan milik mereka yang 

terus berusaha” 

(B. J. Habibie) 
 
 
 
 

“Kebahagiaan dirasakan oleh orang-orang yang bisa merasa puas pada dirinya 
sendiri” 

(Aristoteles) 
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ABSTRAK 
 

Peretasan yang dilakukan dengan menjebol, melampaui atau menerobos sistem 
elektronik yang digunakan oleh pemerintah atau untuk informasi publik merupakan tindak 
pidana yang dilakukan untuk ketenaran maupun keisengan hacker. Kejahatan dunia maya 
(Cybercrime) adalah tindak pidana yang dilakukan pada teknologi internet (cyberspace), 
Peretasan merupakan bagian dari cybercrime., rumusan masalah penelitian ini adalah : 
Bagaimana sistem peretasan kartu kredit tanpa hak melalui website dan Bagaimana 
pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pengaksesan kartu kredit tanpa hak 
dengan sistem peretasan melalui website 

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dimana pendekatan terhadap 
permasalahan dengan mengkaji ketentuan perundangan-undangan, konseptual dan kasus. 
Kesimpulan yang didapat yaitu Pengaturan tindak pidana Hacking dirumuskan Pasal 32 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dan 
Pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan hacking dan cracking menurut Pasal 48 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan : “Setiap 
Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. 

Saran penulis adalah Mengingat dampak yang ditimbulkan tindak pidana hacking dan 
cracking sangat berbahaya bagi privasi seseorang maupun instansi atau lembaga hukum 
maka hendaknya pemilik situs atau website memberikan pengaman software komputer baik 
berupa penggunaan firewall dan Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika 
perlu mengeluarkan aturan main hacking dan cracking dengan mengeluarkan peraturan 
pemerintah selain untuk menjelaskan beberapa pasal yang masih mengambang (salah 
perspektif), selain itu agar tindak pidana hacking dapat diatur secara lebih rinci dan 
memperjelas tindakan-tindakan apa saja yang di kemudian hari dapat berpotensi sebagai 
tindak pidana hacking maupun cracking. 

 
Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Carding, Kartu Kredit. 
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ABSTRACT 
 

Hacking carried out by breaking into, exceeding or bypassing electronic systems used 
by the government or for public information is a criminal act committed for hacker fame 
or fun. Cybercrime (Cybercrime) is a criminal act committed on internet technology 
(cyberspace), Hacking is part of cybercrime. The formulation of this research problem is: 
How is the system for hacking credit cards without rights via websites and What is the legal 
responsibility for criminal acts of accessing credit cards without rights with a hacking 
system through the website 

This type of research is normative juridical research, where the approach to problems 
is by examining statutory, conceptual and case provisions. The conclusion obtained is that 
the regulation of the crime of hacking is formulated in Article 30 paragraphs (1), (2) and 
(3) and cracking Article 32 paragraphs (1) and (3) of Law Number 19 of 2016 concerning 
Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic 
Transactions. And criminal liability for perpetrators of hacking and cracking crimes 
according to Article 48 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments 
to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions states: 
"Every person who meets the elements as intended in Article 32 paragraph (1) shall be 
punished with imprisonment for a maximum of 8 (eight) years and/or a fine of a maximum 
of IDR 2,000,000,000.00 (two billion rupiah).” 

The author's suggestion is that considering that the impact of criminal acts of hacking 
and cracking is very dangerous for the privacy of a person or agency or legal institution, 
the site or website owner should provide computer software security in the form of the use 
of a firewall and the Government through the Minister of Communication and Information 
needs to issue rules for hacking and cracking. by issuing government regulations in 
addition to explaining several articles that are still floating around (wrong perspective), 
apart from that so that the criminal act of hacking can be regulated in more detail and 
clarify what actions in the future could potentially constitute a criminal act of hacking or 
cracking. 

 
Keywords: Criminal Liability, Carding, Credit Card. 
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